RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun 2022 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang  Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor S Tahun 2022
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah.

2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima



kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
berjumlah sebesar Rp 3.193.442.500.600,00 bertambah
sejumlah Rp 53.308.207.816,00 sehingga menjadi Rp
3.246.750.708.416,00 yang bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar
Rp434.991.364.000,00 berkurang Rp 13.274.746.139,00
sehingga menjadi Rp 421.716.617.861,00 yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
semula direncanakan sebesar Rp 129.175.000.000,00
bertambah Rp 16.150.000.000,00 sehingga menjadi
Rp145.325.000.000,00



(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b semula direncanakan sebesar Rp35.348.020.000,00
bertambah Rp  456.000.000,00 sehingga  menjadi
Rp35.804.020.000,00

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula
direncanakan sebesar Rp9.882.962.000,00 bertambah
Rp1.293.120.128,00 sehingga menjadi
Rp11.176.082.128,00

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

(1)

(2)

(3)

(1)

dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan
sebesar Rp260.585.382.000,00 berkurang
Rp31.173.866.267,00 sehingga menjadi
Rp229.411.515.733,00

Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b semula direncanakan Rp2.565.858.465.000,00
bertambah  Rp69.416.189.000,00 sehingga  menjadi
Rp2.635.274.654.000,00 yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan
sebesar Rp2.362.714.592.000,00 bertambah
Rp2.095.963.000,00 sehingga menjadi
Rp2.364.810.555.000,00
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp203.143.873.000,00 bertambah Rp 67.320.226.000,00
sehingga menjadi Rp 270.464.099.000,00

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan
sebesar Rp 13.500.000.000,00 bertambah
Rp4.000.000.000,00 sehingga menjadi
Rp17.500.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan hibah.



(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a semula direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00
bertambah Rp 4.000.000.000,00 sehingga menjadi
Rp17.500.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
direncanakan sebesar Rp3.193.442.500.600,00 bertambah Rp
Rp53.308.207.816,00 sehingga menjadi
Rp3.246.750.708.416,00 yang terdiri atas :

a.
b.
C.

d.

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja Operasi;
Belanja Modal;
Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Transfer.

Pasal 8
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar
Rp2.158.063.767.888,00 berkurang Rp53.608.211.201,00
sehingga menjadi Rp 2.104.455.556.687,00 yang terdiri
atas :
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a semula direncanakan sebesar Rpl1.148.666.293.200,00
berkurang Rp26.048.314.880,00 sehingga menjadi
Rpl1.1122.617.979.047,00
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp925.579.124.681,00 berkurang Rp78.046.681.042,00
sehingga menjadi Rp847.532.443.639,00
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
semula direncanakan sebesar Rp 75.507.649.280,00
bertambah Rp 52.498.184.721,00 sehingga menjadi
Rp128.005.834.001,00



(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d semula direncanakan sebesar
Rp.8.310.700.000,00 berkurang Rp2.011.400.000,00
sehingga menjadi Rp 6.299.300.000,00

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar
Rp365.864.243.635,00 bertambah Rp 115.470.685.017,00
sehingga menjadi Rp 481.334.928.652,00 yang terdiri atas :
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya.
f. Belanja Modal Aset Lainnya
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a semula direncanakan sebesar Rp 440.000.000,00
berkurang Rp 440.000.000,00 sehingga menjadi Rp O
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp44.581.014.779,00 bertambah Rp 60.417.888.746,00
sehingga menjadi Rp 104.998.903.525,00
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula direncanakan
sebesar Rp 163.833.116.113,00 bertambah
Rp5.424.678.945,00 sehingga menjadi
Rp169.257.795.058,00
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan
sebesar Rp 146.924.368.743,00 bertambah
Rp41.753.769.012,00 sehingga menjadi
Rp188.678.137.755,00
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar
Rp2.060.662.000,00  bertambah  Rp10.494.968.581,00
sehingga menjadi Rp 12.555.630.581,00



(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar
Rp8.025.082.000,00 berkurang Rp 2.180.620.267,00
sehingga menjadi Rp 5.844.461.733,00

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ semula  direncanakan sebesar
Rp30.200.000.000,00 berkurang Rp24.494.266.000,00
sehingga menjadi Rp 5.705.734.000,00

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d semula direncanakan sebesar
Rp639.314.489.077,00 bertambah Rp 15.780.000.000,00
sehingga menjadi Rp 655.094.489.077,00 yang terdiri atas :
a. Belanja bagi hasil;
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tetap yaitu sebesar Rp.16.103.789.077,00

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp623.210.700.000,00 bertambah Rp 15.780.000.000,00
sehingga menjadi Rp 638.990.700.000,00

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 semula
direncanakan sebesar Rp179.092.671.600,00 berkurang (Rp
6.833.235.045,00) sehingga menjadi Rp 172.259.436.555,00
yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan;

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar



Rp197.592.671.600,00 berkurang Rp 11.833.235.045,00
sehingga menjadi Rp 185.759.436.555,00 yang terdiri :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula
direncanakan sebesar Rp 197.582.671.600,00 berkurang
Rp 11.833.235.045,00 sehingga menjadi
Rp185.759.436.555,00;

(3) Penerimaan  Kembali Pemberian Pinjaman  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap yaitu

sebesar Rp 10.000.000,00
Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar
Rp18.500.000.000,00 berkurang Rp 5.000.000.000,00
sehingga menjadi Rp 13.500.000.000,00 yang terdiri atas

Penyertaan modal daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit
semula sebesar Rp 179.092.671.600,00 berkurang
Rp6.833.235.045,00 sehingga menjadi
Rp172.259.436.555,00

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula
direncanakan sebesar Rp179.092.671.600,00 berkurang
Rp6.833.235.045,00 sehingga menjadi Rp
172.259.436.555,00

Pasal 16
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini terdiri dari :



1. LampiranI Ringkasan Penjabaran APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,
Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran Il Dafar Nama Calon Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial;

S. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan
Keuangan;

6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi
Hasil.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.
Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



